PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 84 TAHUN 2007
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERI NTAH REPUBLI K | NDONESI A
DAN PEMERI NTAH NEGARA QATAR MENGENA
PENI NGKATAN DAN PERLI NDUNGAN ATAS PENANAVAN MODAL
( AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLI C OF | NDONESI A
AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR FOR
THE PROMOTI ON AND PROTECTI ON OF | NVESTMENTYS)

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni mbang :

a. bahwa di Doha, Qatar, pada tanggal 18 April 2000 Penerintah
Republ i k Indonesia telah nenandatangani Persetujuan antara
Penerintah Republik Indonesia dan Penerintah Negara Qatar
mengenai Peni ngkatan dan Perlindungan atas Penananan Modal
(Agreenent between the Governnent of the Republic of
| ndonesia and the Governnment of the State of Qatar for the
Pronmotion and Protection of Investnents), sebagai hasil
perundi ngan antara Del egasi-del egasi Penerintah Republik
| ndonesi a dan Penerintah Negara Qatar;

b. bahwa sehubungan dengan itu, perlu nengesahkan Persetujuan
t ersebut dengan Peraturan Presiden

Mengi ngat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara
Republ i k I ndonesi a Tahun 1945;

2. Undang- Undang Nonmor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
| nt er nasi onal (Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun 2000
Nonor 185, Tanmbahan Lenbaran Negara Republik | ndonesia Nonor
4012);

3. Undang- Undang Nonmor 10 Tahun 2004 tentang Penbentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lenbaran Negara Republik
| ndonesi a Tahun 2004 Nonor 53, Tanbahan Lenbaran Negara
Republ i k I ndonesi a Nonor 4389);

VEMJTUSKAN:

Menet apkan:

PERATURAN  PRESI DEN  TENTANG  PENGESAHAN  PERSETUJUAN  ANTARA
PEMERI NTAH REPUBLI K | NDONESI A DAN PEVERI NTAH NEGARA QATAR MENGENA
PENI NGKATAN DAN PERLI NDUNGAN ATAS PENANAVAN MODAL ( AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF | NDONESIA AND THE
GOVERNMVENT OF THE STATE OF QATAR FOR THE PROMOTI ON AND PROTECTI ON
OF | NVESTMENTS) .

Pasal 1
Mengesahkan Persetujuan antara Penerintah Republik Indonesia dan

Peneri ntah Negara Qatar nengenai Peni ngkatan dan Perlindungan atas
Penanaman Modal (Agreenent between the Governnent of the Republic



of Indonesia and the Governnent of the State of Qatar for the
Pronot i on and Protection of I nvest nent s), yang tel ah
di t andat angani pada tanggal 18 April 2000 di Doha, Qatar yang
sal i nan naskah aslinya dalam Bahasa |ndonesia, Bahasa Arab, dan
Bahasa Inggris sebagaimana terlanpir dan nerupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2
Peraturan Presiden ini mnulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang nengetahuinya, nmener i ntahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penenpatannya dal am Lenbaran Negara
Republ i k I ndonesi a.

D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2007
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

ttd.

DR H SUSI LO BAMBANG YUDHOYONO
D undangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSI A
REPUBLI K | NDONESI A,

ttd.
ANDI  NMATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A TAHUN 2007 NOMOR 95

PERSETUJ UAN
ANTARA
PEMERI NTAH REPUBLI K | NDONESI A
DAN
PEMERI NTAH NEGARA QATAR
MENGENAI  PENI NGKATAN DAN PERLI NDUNGAN
ATAS PENANAVAN MODAL

Penerintah Republik Indonesia dan Penerintah Negara Qatar
sel anj ut nya di sebut sebagai "Para Pi hak";

Ber kei ngi nan untuk neni ngkat kan Kerjasanma Ekonom antara dua
negara khususnya nengenai penananan nodal ol eh para penanam noda
dari satu Pi hak di wilayah Pihak | ainnya;

Mengakui  bahwa peningkatan dan perlindungan penanaman noda
tersebut akan nerangsang aliran nodal dan teknol ogi antara dua
Pi hak dem Kkepentingan penbangunan ekonom ;

Juga nengakui bahwa perl akuan sama yang adil dal am penanaman noda



di perl ukan sekali wuntuk nenjaga suatu kerangka yang stabil bagi
penanaman nodal dan nenmaksi mnunkan pemanfaatan sunber-sunber
ekonom ;

Tel ah menyet uj ui sebagai beri kut:

PASAL 1
DEFI NI SI

Untuk tujuan Persetujuan ini dan kecuali yang ditetapkan
sebal i knya, kata-kata dan isitilah-istilah berikut nmemliki
pengerti an:

1. I stilah "penanaman nodal™ harus diartikan sebagai segala
bent uk aset yang ditanankan ol eh penanam nodal dan satu Pi hak
di wlayah Pihak |ainnya, yang sesuai dengan undang-undang
dan peraturan-peraturan yang berlaku dari Pi hak yang di sebut
terakhir, tetapi tidak terbatas pada:

a. saham saham atau segala bentuk lain partisipasi dalam
per usahaan- per usahaan;

b. pendapat an- pendapat an yang ditanankan kenbal i, tagihan-
tagi han atas uang atau atas hak-hak | ain yang nenpunya
nilai keuangan yang berkaitan dengan suatu penananan
nodal

C. benda- benda bergerak dan tidak bergerak nmaupun beberapa
hak | ainya seperti hipotik, hak gadai, janji dan segal a
hak- hak serupa | ainnya; seperti yang ditetapkan sesua
dengan undang-undang dan peraturan-peraturan dari Pi hak
yang wi | ayahnya di mana penanaman nodal dil aksanakan;

d. hak- hak atas kekayaan industri dan intel ektual, paten
desain industri, nmerk dagang, nuhibah, keahlian dan
segal a hak-hak | ain yang sejenis;

e. konsesi - konsesi usaha yang di beri kan ol eh undang- undang

atau berdasarkan kontrak, ternmasuk konsesi-konsesi yang
ber hubungan dengan sunber daya al am
2. | stilah "pendapatan” harus diartikan jum ah yang dihasil kan
ol eh suatu penaman nodal dan termasuk yang khusus, neskipun
tidak terbatas, |aba, bunga, dan dividen-dividen;

3. | stilah "penanam nodal " harus diartikan:
(i) seseorang yang nemliki kewarganegaraan dari Pihak
t er sebut;

(ii) badan hukum yang dibentuk sesuai dengan undang-undang
pi hak tersebut, termasuk Penerintah dan badan-badan
peneri nt ah;

4. I stilah "wilayah” harus diartikan :

a. Dal am hubungan dengan Republ i k | ndonesi a:

W ayah Republik |ndonesia sebagai mana ditetapkan dal am
per undang- perundangan, ternmasuk bagi an-bagi an |andas
kontinen, Zone Ekonom Eksklusif, tanah di bawahnya
yang berdanpi ngan dengan batas terluar laut teritoria
di mana Republik Indonesia nmemliki kedaul atan, hak-hak
berdaul at atau yuri sdiksi sesuai dengan Konvensi
Perseri katan Bangsa-Bangsa tahun 1982 nengenai Hukum
Laut .



b. Dal am hubungan dengan Negara Qatar:
Wl ayah Negara Qatar termasuk laut teritorial maupun
| andas konti nen, di mana Negar a Qat ar mem | i Ki
kedaul at an sesuai dengan hukum i nternasional, hak-hak
ber daul at dan yuri sdi ksi .

PASAL 2
PENI NGKATAN DAN PERLI NDUNGAN
ATAS PENANAVAN MODAL

Masi ng- masi ng Pi hak harus nmendorong dan nenciptakan iklim
yang nengunt ungkan bagi penanaman nodal dari Pi hak |ain untuk
menanankan nodal di wlayahnya, serta nengakui penanaman
nodal tersebut sesuai dengan undang-undang dan peraturan-
per at ur annya.

Penanaman nodal ol eh penanam nodal dari salah satu Pihak

setiap waktu harus selalu, diperlakukan secara wajar dan

sei nbang dan harus mnendapat perlindungan dan keamanan yang
menmadai di w | ayah Pi hak | ain.

Sesuai dengan hukum dan peraturan dari Para Pihak yang

berkaitan dengan keluar nasuk, ti nggal sementara dan

menpekerj akan orang asi ng;

(a) Warga negara dari salah satu Pi hak harus diperbol ehkan
untuk memasuki dan berada dalam wi | ayah Pihak |ain dan
wi l ayah maritimya untuk tujuan pendirian, penbangunan,
pengurusan, atau penberian saran nengenai pel aksanaan
penanaman nodal di mana warga negara atau penanam nodal
tersebut telah nenanankan nodal atau sunber daya
| ai nnya.

(b) Perusahaan-perusahaan yang didirikan secara sah sesuai
undang- undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di
salah satu Pihak, dan dimna penananan nodal ol eh
penanam nodal bagi Pihak ying lain, harus diperbol ehkan

untuk  menggunakan tenaga teknis dan rmanajeri al
pi | i hannya, tanpa nenperhati kan kewar ganegar aan.

Ket ent uan- ket entuan yang ditetapkan pada paragraf sebel umya

harus tidak nenpengaruhi dal am hubungan dengan kei sti mewaan-

kei sti mnewaan yang diberikan oleh salah satu Pihak kepada

penanam nodal dari negara ketiga dengan Dberdasarkan

kei kut sert aannya dal am beber apa perset uj uan beri kut:

(a) Persetujuan-persetujuan yang ber hubungan dengan
beberapa kesatuan pabean Yang telah ada atau yang akan
dat ang, kawasan per dagangan bebas, or gani sasi -
or gani sasi ekonomi regi onal at au per set uj uan-

per set uj uan i nternasional yang serupa.
(b) Persetujuan-persetujuan yang berkaitan sepenuhnya atau
sebagi an dengan per paj akan

PASAL 3
PENGAMBI L- ALI HAN DAN GANTI RUd

Masi ng- masi ng Pi hak tidak bol eh nmel akukan tindakan penganbil -
al i han, nasionalisasi, atau segala bentuk pencabutan hak
mlik lainnya, yang nemliki akibat yang serupa dengan



(1)

(2)

nasi onal i sasi atau penganbil-alihan, terhadap penananan nodal
dari penanam nodal Pihak |ain kecuali sesuai kondisi-kondisi
sebagai beri kut:
(a) tindakan-tindakan vyang dilakukan untuk kepentingan
hukum at au unmum dan di | akukan nel al ui proses hukum
(b) tindakan tidak berdasarkan di skrim nasi;
Ti ndakan disertai dengan ketentuan penbayaran ganti rugi
secara cepat, nenadai dan efektif. Besarnya ganti rug
tersebut harus sesuai dengan nilai harga pasar yang pantas
bagi penanaman nodal yang dianbil alih pada saat penganbil
alihan atau penberitahuannya dan harus dinilai rmnenurut
kondi si ekonom yang sehat yang berlaku sebelum ancanman
penganbi | -al i han, sebagai mana di setujui bersama antara para
Pi hak. Gant i rugi harus di bayar tanpa penundaan dan
menperol eh transfer secara bebas, dan harus nenghasilkan
bunga dari tanggal penganbil-alihan hingga tanggal penbayaran
yang di perhitungkan menurut tingkat suku bunga yang berl aku
di w | ayah di mana, penananan nodal dil aksanakan.
Dal am hal penananman nodal sal ah satu Pi hak nengal am kerugi an
di wlayah Pihak lain sebagai akibat perang atau beberapa
konfli k bersenjata |ainnya atau kerusuhan sipil atau beberapa
peristiwa serupa | ainnya, bahwa Pihak tersebut harus
menawar kan penanam nodal dari Pi hak | ain suatu perlakuan yang
ti dak kurang nenguntungkan dari yang dini kmati ol eh penanam
nodal dari negara sahabat nenurut prosedur-prosedur Pihak
tersebut yang dianbil berkaitan dengan kerugi an yang dial am
dal am penanaman nodal tersebut.

PASAL 4
PENGEMBALI AN PENANAVAN MODAL DAN PENDAPATAN

Masi ng-masi ng Pi hak harus nenperbol ehkan, dalam |ingkup
per undang- undangan dan peraturannya nengenai penananan noda
asing, Pihak lain senmua transfer yang berhubungan dengan
penanaman nodal yang di buat secara bebas dan tanpa penundaan
yang tidak jelas ke dalam dan keluar w |ayahnya. Transfer
tersebut neliputi

a. Pendapat an;

b. Hasi| dari penjualan atau |ikuidasi senmua penanaman
nodal at au bagi annya;

C. Ganti rugi menurut Pasal 3 dari perjanjian inij;

d. Penbayaran kenbali pinjaman dan bunga pinjaman yang
ber kai tan dengan penanaman nodal ;

e. Gaj i, upah dan pendapatan |ain yang diterim ol eh orang

dari salah satu Pihak terhadap pelayanan nereka bagi
penanaman nodal yang diperbol ehkan di wlayah Pihak
| ai nnya,;
f. Penbayaran  yang nmuncul dari suat u perselisi han
penanaman nodal .
Transfer tersebut harus dil akukan dal am mata uang yang dapat
di pertukarkan dan pada nilai tukar yang berlaku pada tangga
di | akukan transfer.



